
 
 

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 
PROVINSI JAWA TENGAH 

NOMOR 1816 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEMBERIAN IZIN OPERATIONAL PENDIRIAN 
MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL HUDA DUKUH SEMBUNG 

KABUPATEN BREBES 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI JAWA TENGAH, 
 

Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan  Pasal  8  ayat  (2) 
Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin 
operasional terhadap Madraeah Swasta di lingkungan Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah 
yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui 
organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah 
sesuai dengan standar nasional pendidikan; 

c. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini 
telah memenuhi persyaratan adminietratif, teknis, dan kelayakan 
yang telah ditetapkan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala 
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinei Jawa Tengah tentang 
Pemberton Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah 
Miftahul Huda Dukuh Sembung Kabupaten Brebes. 

 
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sietem 

Pendidikan Nasional tLembararr Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen 

(Lembaran Negara Republik Indoneeia Tahun 2005 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneeia Nomor 4586); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 41, Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4496} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 



 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008  tentang  Wajib 
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4863); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia 
Nomor 4864); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah  diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atae Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indoneeia Nomor 51iS7]; 

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 
Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah 
Ibtidaiyah, Sekolah Menengah  Pertama/Madrasah  Tsanawiyah, 
dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 

tentang Standar Pelayanan  Minimal  Pendidikan  di 
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal 
Pendidikan di Kabupaten/ Kota; 

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas 

Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Menteri  Agama 
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan 
Pengawas Pendidikan Agama lelam pada Sekolah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684); 

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851); 
 

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 

90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101); 



 

Menetapkan 
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Memberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah kepada 
Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

Setelah jangka waktu 7 tahun, Kepala Madrasah yang 
bersangkutan wajib: 

a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada 
Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling 
sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan 
kurikulum, pelaksanaan pemenuhan atandar sarana 
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan etandar pendidik 
dan tenaga kependidikan; dan/atau 

b. Mengajukan pendakaran visitaei akreditasi 
sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud 
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar 
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau 
hasil akreditasi sebagaimana dimakeud Diktum KEDUA huruf 
b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional 
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku. 

 

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud 
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar 
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau 
haeil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf 
b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operational 
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut. 

 

Keputuean ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Semarang 
Pada tanggal 12 Juni 2017 

 

KEPALA KANTOR WILAYAH 
KEMENTERIAN AGAMA 
PROVINSI JAWA TENGAH 

NI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH 

Nomor : KW/MI/81/2017 

 
 

 
Nama Madrasah 

Diberikan kepada: 
 

: MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL HUDA DUKUH 
SEMBUNG 

: DUKUH SEMBUNG RT,001 RW.002 DESA SIGENTONG KEC. 
WANA6ARI KAB. BREBOS 

Desa/Kelurahan : SIGENTONG 

Kecamatan : WANASARI 

Kabupaten/Kota : KABUPATEN BREBEC 

Provinsi : JAWA TENTH 

Penyelenggara Madrasah : YAYASAN MIFTAHUL HUDA DUKUH SEMBUNG 

Akte Notaris Penyelenggara : NO. 7 NURDIN YUNIAR WIDIYANTO, SH.,MKN. 

Pengesahan Akte Notaris “ NOMOR AHU-0000176.AH.01.04.TAHUN 2017 TANGGAL 5 
JANUARI 2017 

Berdiri Sejek JUNI 2017 

 

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM): 
 
 
 
 
 
 
 

Sema/ang, 12 Juni 2017 

KEPALA KANTOR WILAYAH 
KEMENTERIAN AGAMA 
PROVINSI JAWA TENGAH 



 

 
No. 33.19.04170 

 

 

BADAN AKREDITASI NATIONAL 
SEKOLAH/MADRASAH 

SERTIFIKAT AKREDITASI 
Berdasarkan Keputusan 

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah 
Nomor: 817/BAN-SM/SK/2019, menyatakan bahwa: 

Sekolah : MI MIFTAHUL HUDA DUKUH SEMBUNG 

NPSN : 69977305 

Alamat : DUKUH SEMBUNG RT.001 RW.002 DESA SIGENTONG 

KEC. WANASARI KAB. BREBES, KABUPATEN BREBES, 

JAWA TENGAH 

 
Terakreditasi B (BAIK) dengan Nilai 81 

 
Sertifikat ini berlaku 5 (lima) tahun. 

 
 
 

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan 
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitLan oleh BSrE. 
Berdasarkan Pasal 11 UU FTE Tahun 2018. tanda t8^9an eleLtromk 
memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah 

 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal D I Oktober 2D 19 

i < 
tandatangani secara elektronik oleh: 

Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah 
Dr. Toni Toharudin, M.Sc. 



 
 
 

 

NILAI AKREDITASI 

MI MIFTAHUL HUDA DUKUH SEMBUNG 
 
 

 

NO. 
 

 Nilai 

1 Standar Isi 91 
 

 Standar Proses 87 
 

 Standar Kompetensi Lulusan 81 

 

 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 80 

5 Standar Sarana dan Prasarana 62 

6 Standar Pengelolaan 85 

7 Standar Pembiayaan 74 

8 Standar Penilaian Pendidikan 83 

 Nilai Akhir 81 

 

KLASIFIXASI PERINGKAT AKREDITASI: 

 

Kiasifikasi Peringkat Predikat 

91 s Nilai Akhir s 100 A Unggul 

81 s Nilai Akhir 1 90 B Baik 

71 1 Nilai Akhir 1 80 C Cukup Baik 

0 Nilai Akhir s 70 TT Tidak Terakreditasi 

 


